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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak seperti kisah pilu yang 

menyayat hati nurani manusia. namun fakta masih mengatakan banyaknya 

kekerasan dari tangan-tangan jahat manusia yang tak bermoral. Anak yang 

seharusnya sebagai hadiah karunia terindah dari Tuhan untuk dijaga tumbuh 

kembangnya, namun fakta masih mengatakan banyaknya kekerasan dari tangan-

tangan jahat manusia yang tak bermoral. Sungguh tragis, manusia seolah lupa 

dengan kewajiban nya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU RI 1999) yang menyatakan 

bahwa “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang 

sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan”. 

Berkaca pada kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya tahun 2015 silam. 

Seorang anak berumur tujuh tahun bernama Engeline Megawe yang tewas 

dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri (Kusumadewi & Nugroho, 2015). Kasus 

tersebut seperti membuka cerita-cerita kekerasan lainnya yang hingga saat ini 

terjadi. Pada hakikatnya Indonesia telah mengatur perlindungan anak di dalam 

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menekankan bahwa seorang 

anak berhak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara adil sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. 

Hak dasar seorang anak juga telah tercantum pada Konvensi PBB 

(Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 20 November 1989 tentang Konvensi 

Hak Anak atau Convention On The Rights of The Child pada Pasal 2 yaitu negara-

negara pihak harus menghormati dan menjamin hak yang tercantum dalam 

Konvensi ini kepada setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa 

memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal 
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kebangsaan, etnis atau sosial harta benda, kecacatan, kelahiran dan status lainnya. 

Permasalahan kekerasan anak dimasukkan kedalam target khusus Sustainable 

Development Goals (SDG) pada target 16.2 dalam Agenda Pembangunan 

Berkelanjutan 2030 yaitu menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, 

perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak (United 

Nations, 2022). Selain itu, terdapat beberapa target SDG lainnya yang berkaitan 

dengan kekerasan dan dampak buruk bagi anak seperti pada target 5.3 yaitu 

menghapuskan semua praktik berbahaya, misalnya perkawinan usia anak, 

perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan (Bappenas, 2019). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) terdapat sebanyak 

257,7 juta jiwa penduduk Indonesia yang diklasifikasikan berdasarkan umur dan 

jenis kelamin. Dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak dengan usia 0-17 

tahun sebanyak 88,3 juta jiwa, yang mana diantaranya terdapat anak laki-laki 

sebanyak 45,3 juta jiwa sedikit lebih tinggi dari jumlah anak perempuan yaitu 

sebanyak 43 juta jiwa. Apabila banyaknya anak-anak di Indonesia ini 

mendapatkan pembinaan yang baik, maka sumber daya manusia yang unggul 

akan menjadi kekuatan untuk negara Indonesia dalam menghadapi tantangan.  

Berjuta-juta jiwa anak di Indonesia mengalami kekerasan setiap harinya, 

baik itu kekerasan fisik, emosional bahkan seksual. Tak jarang ditemukan 

kematian pada beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Meskipun 

bersifat epidemik, faktanya kekerasan anak seringkali masih tersembunyi dan 

dinormalisasi secara sosial. Oleh karena itu, adanya agenda pembangunan 

berkelanjutan ini dapat dikatakan sebagai tonggak awal untuk membendung dan 

mengatasi kekerasan anak serta menempatkan perlindungan anak sebagai inti dari 

kebijakan setiap negara agar dapat memberikan kebebasan dari rasa takut yang 

dialami seorang anak. 

Dilansir dari hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 

(SNPHAR) tahun 2018 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak RI pada awal Mei 2019 (Finaka W, 2019), menyebutkan 

bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan pada anak diantaranya: (1) Kekerasan 

emosional seperti dihina, direndahkan, tidak dianggap dan mengalami 
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perundungan; (2) Kekerasan Fisik seperti ditendang, dipukul, dicekik, diancam 

dan diserang menggunakan senjata; dan (3) Kekerasan Seksual yang dibagi 

menjadi kekerasan seksual non-kontak yaitu melihat kekerasan/kegiatan seksual, 

dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual seperti mengirimkan foto/video/teks 

kegiatan seksual dan kekerasan seksual kontak seperti sentuhan, diajak 

berhubungan seks hingga dipaksa berhubungan seks. 

Bicara tentang prevalensi kekerasan terhadap anak berdasarkan jenisnya 

yang dimuat dalam Buku Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 

(SNPHAR) tahun 2022 (Susilowati et al., 2022). Selama 12 bulan terakhir 

terdapat kekerasan emosional pada anak perempuan sebanyak 49% dan anak laki-

laki sebanyak 34,6% usia 13-17 tahun. Selanjutnya, prevalensi kekerasan seksual 

non kontak dan kontak pada anak perempuan sebanyak 6,83% dan anak laki-laki 

sebanyak 2,9% usia 13-17 tahun. Selanjutnya, prevalensi kekerasan fisik pada 

anak perempuan sebanyak 10,19% dan anak laki-laki 12,91% usia 13-17 tahun.  

Pelaku kekerasan bisa berasal dari mana saja bahkan pada orang-orang 

yang seharusnya menjaga dan melindungi anak tersebut seperti orang tua, kerabat 

dekat, tetangga hingga guru. Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang telah dikemukakan oleh 

Suharto (1997: 366-367) bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan 

oleh faktor internal yang berasal dari diri anak tersebut dan faktor eksternal yang 

berasal dari lingkungan keluarga dan masyarakat diantaranya: 

a. Anak mengalami cacat tubuh seperti gangguan tingkah laku, autisme, 

ketidaktahuan anak akan hak-haknya dan anak terlalu bergantung pada 

orang dewasa. 

b. Kemiskinan keluarga seperti orang tua yang pengangguran, penghasilan 

yang tidak cukup dan banyak anak. 

c. Keluarga tunggal (broken home). 

d. Keluarga yang belum matang secara psikologis seperti ketidaktahuan 

mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak 

diinginkan dan anak lahir di luar nikah.  

e. Penyakit parah atau gangguan mental pada orang tua anak. 
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f. Sejarah penelantaran anak seperti orang tua yang masa kecilnya 

mengalami perlakuan yang salah cenderung melakukan hal yang sama 

pada anaknya. 

g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk seperti pemukiman kumuh, 

tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap eksploitasi 

anak serta pandangan terhadap nilai anak yang rendah. 

Perlindungan hukum merupakan unsur yang sangat penting untuk 

mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana, 

terutama seorang anak. Hal ini dapat direlevansikan melalui UUD 1945 Pasal 1 

Ayat 3 (UUD RI Tahun 1945) yaitu Indonesia adalah negara hukum. Sehingga 

perlindungan hukum menjadi unsur yang krusial serta menjadi konsekuensi dalam 

negara hukum dan negara wajib untuk memenuhi hak-hak hukum warga 

negaranya tanpa memandang usia dan latar belakang. Indonesia telah mengatur 

hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak berupa pidana penjara dan denda 

sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas UU Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI, 2014) yang 

berbunyi: 

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 

(tujuh puluh dua juta rupiah). 

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, 

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan 

penganiayaan tersebut Orang Tuanya. 
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Melalui aturan hukum didalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas UU Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak juga 

mempertegas perlunya pemberatan atas sanksi pidana dan denda dengan tujuan 

dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. 

Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang masih terjadi 

kekerasan terhadap anak hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan data yang dilansir 

dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sumatera 

Selatan sepanjang tahun 2022 mencatat bahwa terdapat 408 kasus kekerasan pada 

anak dan perempuan. Dari 408 kasus kekerasan tersebut, paling banyak dialami di 

Kota Palembang yaitu 59 kasus dengan kasus kekerasan seksual yang terbanyak. 

Kemudian disusul Kabupaten Lahat dengan jumlah 51 kasus, Ogan Ilir 46 kasus, 

Musi Rawas 39 kasus, Pagaralam 36 kasus, Banyuasin 31 kasus, Ogan Komering 

Ilir 31 kasus dan Ogan Komering Ulu 29 kasus. Kemudian, Muara Enim 24 kasus, 

Empat Lawang 15 kasus, Prabumulih 14 kasus, PALI 14 kasus, Musi Rawas 

Utara 7 kasus, Lubuklinggau 4 kasus, Musi Banyuasin 3 kasus, Ogan Komering 

Ulu Selatan 3 kasus, dan Ogan Komering Ulu Timur 2 kasus. 

Pada 2023 tercatat bahwa kasus yang terjadi di Sumatera Selatan dari 

Januari sampai dengan Juli 2023 terdapat 376 orang diantaranya terdiri dari anak 

laki-laki sebanyak 63 orang dan anak perempuan sebanyak 202 orang. 

Perlindungan anak di Sumatera Selatan terkhususnya kota Palembang perlu 

kembali dibenahi karena kekerasan terhadap anak bukanlah sesuatu yang 

dianggap remeh, namun menjadi masalah besar yang berkepanjangan untuk masa 

depan negara dan anak tersebut. Sehingga hal ini seharusnya dapat menjadi 

perhatian berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja namun juga lembaga lain, 

orang tua dan masyarakat yang dikenal sebagai collaborative governance. 

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan 

yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan 

atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses 

pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau 

melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 

2008). Sejalan dengan pendapat dari Balogh dkk (Subarsono, 2011) yang 
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menyatakan bahwa collaborative governance menjadi sebuah proses dan struktur 

dalam manajemen dan merumuskan keputusan kebijakan publik yang melibatkan 

aktor-aktor yang berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan 

atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai 

tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak. 

Dengan mengadopsi pendekatan collaborative governance pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan dapat berkolaborasi untuk menangani permasalahan 

kekerasan terhadap anak dengan melibatkan seluruh sektor. Adapun lembaga yang 

berperan penting dalam hal ini adalah DPPPA Provinsi Sumatera Selatan dengan 

melibatkan stakeholders non state di dalam pembuatan kebijakan secara formal. 

Walaupun demikian, tentunya masih terdapat keterbatasan pemerintah untuk 

mencapai suatu tujuan sehingga pihak lain perlu terlibat untuk menyelesaikan 

permasalahan kekerasan anak ini. 

Keresahan akan adanya kecenderungan kekerasan anak yang tiada 

hentinya seperti yang telah dijelaskan melalui latar belakang ini. Maka, membuka 

kesempatan penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai collaborative 

governance dalam penanganan kasus kekerasan anak di Provinsi Sumatera 

Selatan. Melalui keterlibatan para pemangku kepentingan dari sektor publik 

hingga masyarakat dalam collaborative governance ini dapat menjadi salah satu 

upaya untuk mendukung dan mengantarkan Indonesia pada target Agenda 

Pembangunan Berkelanjutan 2030 yaitu menghentikan berbagai bentuk kekerasan 

dan dampak buruk bagi anak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses Collaborative 

Governance dalam Penanganan Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan)?”  

1.3 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah “Untuk Mengetahui, Memahami dan Menganalisis Proses Collaborative 

Governance dalam Menangani Kekerasan Pada Anak di Provinsi Sumatera 

Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka hasil penelitian 

ini mengerucut kepada sebuah harapan dari penulis untuk memberikan manfaat 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan 

konsep bagi Ilmu Administrasi Publik mengenai collaborative governance dalam 

penanganan kekerasan pada anak dan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk 

kegiatan selanjutnya yang sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Provinsi Sumatera 

Selatan dan sektor publik terkait dalam penerapan collaborative governance 

terkait penanganan kekerasan pada anak. 
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